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A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi nasional untuk pengelolaan persuratan dan arsip dinamis secara elektronik. Aplikasi SRIKANDI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 179 Tahun 2023, yang wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi digital. Berdasarkan	Laporan	Evaluasi	Nasional	Penerapan	Aplikasi SRIKANDI Tahun 2024 yang diterbitkan oleh ANRI (2024), tingkat adopsi SRIKANDI di instansi pemerintah daerah baru mencapai sekitar 65%, sedangkan di instansi pusat telah mencapai sekitar 80%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam penerapan aplikasi SRIKANDI, terutama dalam aspek kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi digital pegawai, kurangnya pemahaman terhadap SOP kearsipan elektronik, serta minimnya dukungan pimpinan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi SRIKANDI
di daerah.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan agar seluruh instansi pemerintahan telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SRIKANDI pada tahun 2026. Kebijakan ini menuntut setiap perangkat daerah untuk siap beralih ke sistem administrasi digital yang terintegrasi. Implementasi SRIKANDI tidak hanya menjadi tanggung jawab unit persuratan dan kearsipan, tetapi juga merupakan komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Oleh karena itu, tingkat kesiapan pegawai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi aplikasi tersebut.

Namun, keberhasilan penerapan sistem digital seperti SRIKANDI tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, melainkan juga pada kesiapan dan partisipasi pengguna. Kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan e- government dipengaruhi oleh kompetensi pegawai, kepatuhan terhadap prosedur, serta dukungan manajerial. Artinya, penyediaan akun dan infrastruktur tidak menjamin keberhasilan implementasi apabila sumber daya manusianya belum siap beradaptasi.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian, dan Organisasi pada Oktober 2024, diketahui bahwa sekitar 60% pegawai belum aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi harian. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian besar pegawai yang belum aktif menggunakan aplikasi merupakan pegawai dengan usia kerja yang relatif senior, yang masih terbiasa menggunakan metode manual dalam proses surat-menyurat dan pengarsipan dokumen. Sebagian dari mereka mengaku kurang percaya diri dan belum terbiasa menggunakan sistem digital, terutama dalam hal pembuatan dan pengunggahan dokumen elektronik. Selain faktor usia, pegawai di beberapa bidang non-teknis juga belum memahami alur penggunaan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh, karena pelatihan yang pernah diberikan belum merata di seluruh unit kerja.
Di sisi lain, pegawai yang berusia lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dan aktif menggunakan aplikasi, terutama di bagian persuratan dan kearsipan yang memang secara rutin berhubungan langsung dengan sistem SRIKANDI. Selain faktor individu, keterbatasan jaringan internet di kantor, serta belum adanya pengawasan atau evaluasi rutin dari pimpinan turut menyebabkan penggunaan aplikasi ini belum optimal di seluruh bidang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan organisasi masih belum sepenuhnya matang, dan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan digitalisasi administrasi dengan pelaksanaannya di lapangan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kesiapan tersebut adalah kompetensi pegawai. Kompetensi mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam memahami serta mengoperasikan

teknologi informasi. Puspitawati dan Dewi (2022) dalam Jurnal Manajemen Administrasi Publik menyatakan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintah karena pegawai yang memiliki kemampuan teknis yang baik lebih mudah beradaptasi dengan perubahan digital. Pegawai dengan kompetensi digital rendah cenderung lambat beradaptasi dan enggan mencoba sistem baru.
Selain kompetensi, tingkat penggunaan SRIKANDI juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman penting dalam menjamin keseragaman proses administrasi digital, mulai dari pembuatan naskah dinas hingga pengarsipan elektronik. Rahmawati dan Pratama (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik Indonesia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap SOP meningkatkan kelancaran proses administrasi digital karena pegawai bekerja berdasarkan prosedur yang sistematis dan terstandar. Berdasarkan wawancara awal, sebagian pegawai Bakesbangpol belum memahami dengan baik SOP penggunaan SRIKANDI yang ditetapkan ANRI, sehingga proses unggah dan pengarsipan dokumen belum dilakukan secara seragam.
Faktor lain yang juga penting adalah dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan kesiapan pegawai dalam mengadopsi sistem baru. Widodo dan Astuti (2021) dalam Jurnal Kepemimpinan dan Transformasi Digital menegaskan bahwa dukungan pimpinan melalui arahan, monitoring, dan penyediaan fasilitas berpengaruh positif terhadap keberhasilan transformasi digital organisasi. Ketika pimpinan aktif memberi contoh penggunaan aplikasi, menyediakan fasilitas, dan melakukan evaluasi berkala, pegawai akan lebih termotivasi untuk beradaptasi. Sebaliknya, kurangnya teladan dan dorongan dari pimpinan dapat menurunkan komitmen pegawai terhadap perubahan.
Dengan demikian, meskipun seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta telah memiliki akun SRIKANDI, tingkat kesiapan dan penggunaan aktualnya masih beragam. Sebagian pegawai belum terampil menggunakan aplikasi, belum memahami SOP pengelolaan arsip elektronik secara menyeluruh, dan masih membutuhkan dukungan manajerial yang lebih

intensif. Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi SRIKANDI di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.
Selain penting secara praktis, penelitian ini juga memiliki nilai akademis karena memberikan gambaran nyata tentang kesiapan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan transformasi digital nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi instansi dalam meningkatkan kompetensi, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan agar implementasi SRIKANDI berjalan lebih optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengambil judul: “PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, KEPATUHAN SOP, DAN DUKUNGAN PIMPINAN TERHADAP KESIAPAN IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA.”
B. Rumusan Masalah Penelitian dan Batasan Masalah Penelitian
1. Rumusan Masalah Penelitian
a. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta ?
b. Apakah kepatuhan SOP berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta ?
c. Apakah dukungan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta ?
2. Batasan Masalah Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, yang telah menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam sistem administrasi persuratan dan kearsipan. Fokus penelitian diarahkan pada seluruh pegawai yang memiliki akun SRIKANDI, baik yang sudah aktif maupun yang belum aktif menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian ini tidak menilai aspek infrastruktur TIK secara mendalam.
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kompetensi pegawai (X1), kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP (X2), dan dukungan pimpinan (X3) sebagai variabel independen, serta kesiapan implementasi SRIKANDI (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian ini

tidak membahas faktor lain di luar ketiga variabel tersebut, seperti budaya organisasi, infrastruktur teknologi, maupun kebijakan eksternal instansi.
Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur persepsi seluruh pegawai mengenai kompetensi, kepatuhan terhadap SOP, dukungan pimpinan, serta tingkat kesiapan mereka dalam mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta.
b. Menganalisis	pengaruh	kepatuhan	SOP	terhadap	kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta.
c. Menganalisis pengaruh dukungan pimpinan terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam meningkatkan kesiapan pegawai melalui peningkatan kompetensi, penguatan kepatuhan terhadap SOP, serta optimalisasi dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah lainnya dalam memperkuat

kebijakan dan strategi implementasi SPBE di lingkungan kerja masing-masing.
D. Sistematika Pembahasan
Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab permasalahan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini masing-masing adalah sebagai berikut.
BAB I	: PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
BAB II	:TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Bab ini berisi uraian landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.
BAB III	: METODE PENELITIAN
Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta definisi operasional variabel.
BAB IV	: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil pengolahan dan pengujian data, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini Menyajikan kesimpulan penelitian, saran bagi instansi terkait, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Landasan Teori
1. Konsep E-Government
E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik. Menurut Indrajit (2022:41), e-government adalah modernisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem digital untuk mempercepat pelayanan dan akuntabilitas publik. Kementerian PANRB (2021:8) menyatakan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bentuk konkret dari implementasi e-government di Indonesia. SPBE bertujuan membangun tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi melalui prinsip keterbukaan data dan kolaborasi antarinstansi. Menurut Kominfo (2022:20), e-government berperan penting dalam mewujudkan birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Sementara Sari (2023:55) menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi menjadi pilar utama reformasi pelayanan publik di era pemerintahan cerdas (smart governance).
Dengan demikian, e-government menjadi landasan konseptual bagi lahirnya kebijakan nasional berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur pelaksanaan pemerintahan digital secara menyeluruh dan terintegrasi antar instansi di Indonesia.
2. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan
SPBE merupakan kebijakan nasional yang menjadi pedoman penerapan e-government di Indonesia. Menurut KemenPANRB (2021), SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, pegawai, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang terpadu, efisien, dan transparan.
Lestari (2023:15) menjelaskan bahwa SPBE memiliki tiga komponen utama:

a. Kebijakan dan tata kelola digital – mengatur pedoman implementasi, koordinasi, dan pengawasan.
b. Layanan pemerintahan berbasis elektronik – meliputi layanan internal dan publik yang terhubung antarinstansi.
c. Sumber daya pendukung – mencakup SDM, infrastruktur, dan keamanan informasi.
Dengan kata lain, keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem dan infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan proses digitalisasi birokrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung SPBE diperlukan sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana utama pengelolaan data dan komunikasi antarunit kerja.
3. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan
Sistem informasi administrasi pemerintahan merupakan perangkat yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi administrasi secara efisien dan terintegrasi. Menurut Sutabri (2021:33), sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data yang berfungsi menghasilkan informasi bagi organisasi.
Wibowo (2022:55) menjelaskan bahwa sistem informasi administrasi pemerintahan membantu aparatur dalam pengambilan keputusan, mempercepat proses surat-menyurat, dan mendukung efisiensi birokrasi. Sedangkan Rohman dan Widodo (2022:77) menegaskan bahwa sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi memperkuat akuntabilitas publik dan efisiensi kerja melalui digitalisasi proses dokumen.
Dengan adanya sistem informasi administrasi, pemerintah dapat mengimplementasikan layanan digital secara konkret. Salah satu wujud nyata penerapan sistem informasi pemerintahan tersebut adalah Aplikasi SRIKANDI, yang menjadi platform nasional dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik.

4. Aplikasi SRIKANDI
Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, 2023:9) SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi nasional yang digunakan untuk membuat, mengirim, menandatangani, dan mengarsipkan naskah dinas secara elektronik. BSSN (2022:6), menjelaskan bahwa aplikasi ini mendukung tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjamin keabsahan dokumen.
Menurut ANRI (2023:12), Aplikasi Srikandi memiliki beberapa fitur diantaranya meliputi :
a. Pembuatan naskah dinas elektronik;
b. Pengiriman surat antar unit atau instansi;
c. Disposisi digital oleh pimpinan;
d. Tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi;
e. Pengarsipan otomatis;
f. Pelacakan dokumen secara real-time.
Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, penggunaan SRIKANDI masih terfokus pada pegawai yang terlibat langsung dalam persuratan. Padahal seluruh pegawai telah memiliki akun dan diwajibkan menggunakannya menjelang penerapan digitalisasi administrasi penuh tahun depan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan sistem dan kesiapan pegawai.
Dengan demikian, penerapan SRIKANDI tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada teori Manajemen SDM dalam konteks transformasi digital, yang menjadi dasar bagi keberhasilan implementasi aplikasi pemerintahan.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Transformasi Digital
Manajemen SDM merupakan pendekatan strategis untuk mengelola dan mengembangkan pegawai agar berkontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Menurut Dessler (2020:5), manajemen SDM berfungsi memastikan organisasi memiliki orang yang tepat, dengan kompetensi, motivasi, dan perilaku sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam konteks pemerintahan digital, Lestari (2023:18) menjelaskan bahwa manajemen SDM berperan penting dalam memastikan kesiapan aparatur terhadap transformasi berbasis teknologi. Menurut BKN (2021:22), pengelolaan SDM digital memiliki tiga fokus utama:
a. Pengembangan kompetensi digital ASN,
b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem kerja digital,
c. Kepemimpinan adaptif dan kolaboratif dalam perubahan organisasi. Oleh karena itu, teori manajemen SDM menjadi penghubung penting antara sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan perilaku individu pegawai. Setelah memahami kerangka manajemen SDM dalam digitalisasi pemerintahan, pembahasan selanjutnya difokuskan pada variabel penelitian, dimulai dari variabel dependen yaitu Kesiapan
Implementasi.
6. Kesiapan Implementasi (Y)
Kesiapan implementasi merupakan kondisi psikologis, struktural, dan teknis organisasi dalam menerima serta menjalankan suatu perubahan sistem kerja. Menurut Rahayu (2023:45), kesiapan implementasi perubahan merupakan kombinasi antara kesiapan sumber daya manusia, kesiapan prosedural, serta kesiapan infrastruktur organisasi dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan. Susanto (2022:67) menambahkan bahwa kesiapan implementasi adalah tingkat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan kebijakan baru, di mana faktor pentingnya mencakup kompetensi pegawai, dukungan pimpinan, dan kelengkapan fasilitas kerja digital. Dalam

konteks instansi pemerintah daerah, kesiapan implementasi aplikasi digital sangat bergantung pada partisipasi pegawai dan komitmen pimpinan dalam mendukung kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Menurut Kementerian PANRB (2021:12), kesiapan implementasi sistem digital dalam instansi pemerintah dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:
a. Kesiapan sumber daya manusia, meliputi kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi informasi;
b. Kesiapan kelembagaan dan tata kelola, yaitu dukungan kebijakan dan SOP yang mendukung implementasi sistem; dan
c. Kesiapan infrastruktur, yaitu ketersediaan perangkat, jaringan, serta sistem keamanan data.
Lestari (2023:33) menegaskan bahwa kesiapan implementasi digital di sektor pemerintahan mencerminkan tingkat kesadaran dan kemampuan ASN dalam menerima perubahan sistem kerja dari manual ke digital. ASN yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi, dukungan pimpinan, serta sarana kerja yang memadai akan lebih siap menjalankan sistem SPBE seperti aplikasi SRIKANDI.
Menurut Nugroho dan Rachmawati (2022:59) dalam Jurnal Transformasi Pemerintahan Digital, kesiapan implementasi mencakup tiga komponen penting:
a. Kesiapan individu, yaitu kesediaan dan kemampuan pegawai beradaptasi dengan sistem digital baru;
b. Kesiapan organisasi, yaitu ketersediaan kebijakan, prosedur, dan dukungan pimpinan;
c. Kesiapan teknologi, yaitu kesiapan perangkat keras, jaringan, dan aplikasi.
Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, kesiapan implementasi mengacu pada sejauh mana seluruh pegawai siap menggunakan aplikasi SRIKANDI untuk mendukung administrasi digital. Meskipun seluruh pegawai telah memiliki akun,

sebagian belum aktif menggunakannya karena keterbatasan kompetensi teknis, kebiasaan kerja manual, dan kurangnya dorongan dari pimpinan. Menurut Rahman (2023:72) dalam Jurnal Reformasi Birokrasi
Daerah, faktor kesiapan pegawai sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem digital, karena perubahan teknologi akan efektif bila diimbangi dengan perubahan perilaku kerja ASN. Dengan demikian, kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat kesiapan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam menerima, memahami, dan menggunakan sistem kearsipan digital sesuai pedoman SPBE. Kesiapan ini diukur dari empat aspek utama:
a. Pengetahuan pegawai tentang sistem dan manfaatnya;
b. Kemampuan beradaptasi terhadap proses digitalisasi;
c. Dukungan pimpinan dan ketersediaan sarana pendukung;
d. Komitmen organisasi dalam mendorong perubahan budaya kerja.
Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengukur variabel kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI
(Y) dalam penelitian ini digunakan beberapa dimensi indikator yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y)
	Dimensi
	Indikator Penelitian
	Keterangan

	Pengetahuan tentang perubahan
	Pegawai memahami tujuan, manfaat, dan arah penerapan SRIKANDI
	Menjelaskan tingkat pemahaman pegawai mengenai alasan dan urgensi penerapan administrasi digital.

	Kesediaan beradaptasi
	Pegawai bersedia menyesuaikan diri dari proses manual ke digital
	Menggambarkan kesiapan pegawai dalam menerima perubahan prosedur kerja.

	
Kepercayaan diri
	Pegawai yakin mampu menggunakan fitur-fitur SRIKANDI
	Menunjukkan tingkat keyakinan individu dalam mengoperasikan aplikasi
secara mandiri.




	Dimensi
	Indikator Penelitian
	Keterangan

	
Ketersediaan fasilitas
	
Ketersediaan jaringan, perangkat, dan pelatihan
	Mengukur kecukupan sarana pendukung agar pegawai dapat menggunakan SRIKANDI secara optimal.

	
Komitmen organisasi
	Dukungan kebijakan, arahan, dan monitoring dari pimpinan
	Menggambarkan sejauh mana organisasi mendukung dan mendorong implementasi aplikasi.


Sumber: Diadaptasi dari Rahayu (2023:45), Susanto (2022:67), Nugroho & Rachmawati (2022:59), dan KemenPANRB (2021:12).
Kesiapan implementasi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kompetensi pegawai, kepatuhan terhadap SOP, dan dukungan pimpinan. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya menjelaskan teori terkait masing-masing variabel independen tersebut.
7. Kompetensi Pegawai (X1)
Kompetensi pegawai merupakan seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Menurut Wibowo (2021:45), kompetensi adalah kombinasi kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal yang memungkinkan individu mencapai hasil kerja sesuai dengan standar kinerja organisasi.
Sementara itu, Kusnadi dan Prasetyo (2022:27) menjelaskan bahwa kompetensi pegawai di era digital bukan hanya mencakup kemampuan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung tugas organisasi.
Rahman dan Nurhayati (2023:48) membagi kompetensi pegawai di era transformasi digital ke dalam tiga aspek utama, yaitu:
a. Kompetensi teknis, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam pekerjaan sehari-hari.
b. Kompetensi manajerial, yaitu kemampuan mengelola data, waktu, dan proses digital agar efisien.

c. Kompetensi sosial dan adaptif, yaitu kemauan untuk belajar dan beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja digital.
Hal serupa disampaikan oleh Fitriani dan Suryanto (2022:80) yang menjelaskan bahwa kompetensi digital ASN berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi tinggi akan lebih siap dalam mengadopsi aplikasi baru seperti SRIKANDI dibandingkan dengan pegawai yang kurang kompeten secara digital. Putri dan Mulyadi (2021:63) menambahkan bahwa kompetensi kerja yang baik akan meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam menghadapi perubahan sistem dan kebijakan organisasi. Pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman prosedural yang memadai akan lebih siap mendukung implementasi sistem digital yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi.
Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, meskipun seluruh pegawai telah memiliki akun SRIKANDI, sebagian masih menghadapi kendala karena keterbatasan kemampuan teknis dan kebiasaan kerja manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai merupakan faktor kunci dalam kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh.
Menurut Lestari (2023:18) dalam Jurnal Transformasi Birokrasi, peningkatan kompetensi digital ASN harus menjadi prioritas dalam mendukung kebijakan SPBE. Pelatihan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pegawai mampu beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan, kompetensi pegawai (X1) merupakan kemampuan menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mendukung efektivitas penggunaan sistem administrasi digital. Secara konseptual, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih siap dalam menghadapi implementasi aplikasi SRIKANDI.

Selain definisi dan aspek-aspek di atas, penting pula untuk memahami fungsi kompetensi pegawai dalam organisasi. Menurut Spencer & Spencer dalam Lestari (2023:20) dan Wibowo (2022:73), kompetensi memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:
a. Fungsi seleksi dan rekrutmen – membantu organisasi menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan jabatan.
b. Fungsi pelatihan dan pengembangan – menjadi acuan bagi penyusunan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
c. Fungsi penilaian kinerja – digunakan sebagai dasar dalam mengukur efektivitas dan produktivitas kerja pegawai.
d. Fungsi pengembangan karier – menentukan arah promosi, rotasi jabatan, dan perencanaan karier pegawai.
e. Fungsi adaptasi digital – membantu pegawai menyesuaikan diri dengan penggunaan sistem berbasis teknologi seperti SRIKANDI.
f. Fungsi peningkatan motivasi dan kepercayaan diri – memperkuat kesiapan mental pegawai dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan sistem kerja.
Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga berperan sebagai fondasi utama dalam kesiapan organisasi digital. Pegawai yang kompeten akan lebih mampu memahami manfaat aplikasi digital, beradaptasi terhadap sistem baru, serta berkontribusi pada efektivitas implementasi SPBE.
Untuk mempermudah pengukuran variabel Kompetensi Pegawai (X1), maka disusun beberapa dimensi dan indikator yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Kompetensi Pegawai (X1)

	Dimensi Kompetensi
	Indikator Penelitian
	Keterangan

	Pengetahuan teknis
	Pemahaman pegawai mengenai fungsi dan prosedur penggunaan SRIKANDI
	Mengukur sejauh mana pegawai memahami cara kerja aplikasi secara teoritis.

	

Keterampilan operasional
	
Kemampuan pegawai mengoperasikan aplikasi dalam pekerjaan
	Menggambarkan kemampuan praktik pegawai dalam membuat, mengirim, dan mengarsipkan dokumen digital.

	
Sikap kerja
	Sikap positif/kemauan pegawai untuk menggunakan sistem digital
	Menilai kesiapan mental dan sikap pegawai dalam menerima teknologi baru.

	
Pengalaman kerja
	Pengalaman sebelumnya menggunakan aplikasi atau sistem digital serupa
	Mengukur sejauh mana pengalaman digital pegawai mendukung penggunaan SRIKANDI.

	
Motivasi kerja
	Dorongan pegawai untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan aplikasi
	Menilai motivasi internal pegawai dalam memanfaatkan aplikasi untuk memperbaiki kinerja.


Sumber: Diadaptasi dari Wibowo (2022:73), Kusnadi & Prasetyo (2022:30), dan
Lestari (2023:18)
Indikator di atas akan digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kompetensi pegawai terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI.
Penelitian Fitriani dan Suryanto (2022:80) menunjukkan bahwa tingkat kompetensi digital pegawai memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi sistem e-government. Pegawai yang memahami fungsi dan manfaat aplikasi lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru dibandingkan dengan pegawai yang belum memiliki

kemampuan teknis memadai. Hal serupa dikemukakan oleh Rahman dan Nurhayati (2023:53) yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan dapat mempercepat kesiapan organisasi dalam menghadapi kebijakan transformasi digital.
Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, meskipun seluruh pegawai telah memiliki akun SRIKANDI, sebagian besar belum terbiasa menggunakannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai merupakan faktor penting yang menentukan kesiapan instansi dalam mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh. Menurut Putri dan Mulyadi (2021:63), pegawai dengan kompetensi tinggi lebih siap menerima perubahan organisasi, termasuk penerapan sistem digital. Hal ini disebabkan karena kompetensi memberikan rasa percaya diri dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan teknologi. Lestari (2023:18) menambahkan bahwa kompetensi digital ASN merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan instansi pemerintah daerah. Semakin tinggi kompetensi pegawai, semakin tinggi pula tingkat kesiapan organisasi untuk beralih menuju sistem digital.
Namun demikian, kompetensi pegawai yang baik perlu didukung oleh kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap aktivitas administrasi digital berjalan sesuai aturan dan menghasilkan tata kelola arsip yang efektif. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan teori mengenai kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai variabel kedua dalam penelitian ini.
8. Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) (X2)
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah sistematis mengenai pelaksanaan suatu kegiatan organisasi agar tercipta keseragaman, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi. Menurut Rahmawati

dan Pratama (2020:78) dalam Jurnal Administrasi Publik Indonesia, SOP berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan agar hasil pekerjaan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. SOP menjadi dasar utama dalam penerapan sistem administrasi digital, terutama untuk mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hidayat dan Lestari (2021:45) menyebutkan bahwa SOP tidak hanya berfungsi menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga mendorong konsistensi kerja dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab antarpegawai. Sedangkan Putri dan Santoso (2021:102) menegaskan bahwa SOP menjadi instrumen penting untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Kepatuhan terhadap SOP didefinisikan sebagai tingkat ketaatan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan organisasi. Menurut Rahmawati (2022:64) dalam Jurnal Reformasi Birokrasi Daerah, kepatuhan SOP mencerminkan tanggung jawab pegawai untuk mengikuti alur kerja dan instruksi yang ditetapkan, baik dalam bentuk manual maupun digital. Sari dan Kurniawan (2023:112) menambahkan bahwa pegawai yang patuh terhadap SOP menunjukkan profesionalitas dan kesiapan dalam mendukung digitalisasi birokrasi. Mereka lebih mudah beradaptasi dengan sistem baru seperti SRIKANDI karena terbiasa bekerja berdasarkan aturan yang terstruktur.
Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, kepatuhan terhadap SOP berperan penting dalam memastikan penerapan aplikasi SRIKANDI berjalan efektif. Pegawai yang mematuhi prosedur pengarsipan digital akan menghasilkan dokumen yang akurat, tepat waktu, dan sesuai format sistem. Tingkat kepatuhan yang tinggi juga memperkuat koordinasi antar unit dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan surat elektronik.
Selain sebagai panduan kerja, SOP juga memiliki berbagai fungsi penting  dalam  mendukung  kinerja  organisasi,  khususnya  di  era

digitalisasi pemerintahan. Menurut Handoko (2021:56) dan Sutopo (2022:85) dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Digital, fungsi utama SOP meliputi:
a. Fungsi Pengendalian (Control Function) – memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.
b. Fungsi Pedoman Kerja (Guideline Function) – menjadi acuan utama bagi pegawai dalam melaksanakan tugas agar terhindar dari kesalahan prosedural.
c. Fungsi Efisiensi (Efficiency Function) – meningkatkan efektivitas waktu dan sumber daya karena seluruh kegiatan memiliki panduan baku.
d. Fungsi Akuntabilitas (Accountability Function) – menjamin proses kerja dapat dipertanggungjawabkan karena terdokumentasi dengan jelas.
e. Fungsi Kualitas (Quality Function) – menjaga mutu hasil kerja agar konsisten sesuai standar pelayanan publik.
f. Fungsi Penegakan Disiplin (Disciplinary Function) – menanamkan kebiasaan kerja teratur dan disiplin bagi seluruh pegawai.
Fungsi-fungsi tersebut menjadikan SOP sebagai alat manajerial dan instrumen kontrol organisasi. Dalam konteks digital, fungsi SOP semakin krusial karena memastikan setiap proses dalam aplikasi seperti SRIKANDI dijalankan secara seragam dan terdokumentasi, sehingga mencegah kesalahan input, duplikasi, atau kehilangan data.
Menurut Sutopo (2022:85) dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Digital, kepatuhan SOP menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE, karena standar prosedur menjamin keseragaman tindakan pegawai dalam menerapkan sistem digital. Pegawai yang terbiasa mengikuti SOP memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap SOP (X2) merupakan variabel yang menggambarkan tingkat

ketaatan pegawai terhadap ketentuan kerja digital. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai terhadap SOP, semakin tinggi pula kesiapan organisasi dalam menerapkan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Berdasarkan teori-teori tersebut, kepatuhan terhadap SOP dalam konteks penelitian ini menggambarkan tingkat ketaatan pegawai terhadap ketentuan prosedur kerja berbasis digital. Berdasarkan teori tersebut, indikator operasional kepatuhan SOP dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Dimensi dan Indikator Operasional Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Dimensi
	Indikator Penelitian
	Keterangan

	Ketaatan prosedur
	Pegawai mengikuti alur kerja sesuai SOP SRIKANDI
	Mengukur kepatuhan pegawai terhadap langkah kerja yang sudah ditetapkan.

	
Konsistensi
	Pegawai menggunakan SRIKANDI secara rutin sesuai ketentuan
	Menilai konsistensi dalam menerapkan SOP setiap kali bekerja.

	

Ketepatan waktu
	Penyelesaian administrasi digital dilakukan tepat waktu
	Menggambarkan kedisiplinan pegawai memproses dokumen berdasarkan standar waktu SOP.

	
Ketelitian
	Dokumen dibuat dan diunggah sesuai format dan aturan sistem
	Menilai ketelitian pegawai dalam menjalankan tugas administrasi digital.

	Ketaatan instruksi pimpinan
	Pegawai menjalankan instruksi terkait penggunaan aplikasi
	Mengukur sejauh mana pegawai mengikuti arahan pimpinan terkait SOP.


Sumber: Diadaptasi dari Rahmawati & Pratama (2020:78), Sari & Kurniawan (2023:112), dan Sutopo (2022:85)
Kepatuhan terhadap SOP berperan penting dalam mendukung kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI. Pegawai yang patuh terhadap SOP akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan proses

digitalisasi administrasi karena telah terbiasa bekerja secara terstruktur dan sesuai aturan. Menurut Rahmawati & Pratama (2020:78), kepatuhan terhadap SOP terbukti meningkatkan efektivitas penerapan sistem digital karena pegawai melaksanakan tugas berdasarkan langkah-langkah baku yang telah ditentukan. Hal ini memastikan bahwa seluruh tahapan persuratan dan pengarsipan berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, Sari & Kurniawan (2023:115) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan SOP yang tinggi menjadi indikator kesiapan organisasi dalam bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan digital. Pegawai yang disiplin terhadap SOP akan lebih siap beradaptasi dengan sistem baru seperti SRIKANDI karena memiliki pemahaman terhadap mekanisme kerja berbasis aturan.
Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) (X2) merupakan faktor penting yang secara teoritis berhubungan dengan kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI (Y). Kepatuhan terhadap SOP menciptakan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan administrasi digital. Namun demikian, tingkat kepatuhan pegawai sangat dipengaruhi oleh dukungan pimpinan yang memberikan arahan, motivasi, dan fasilitas dalam proses implementasi sistem digital. Oleh sebab itu, variabel berikutnya yang dibahas adalah dukungan pimpinan (X3).
9. Dukungan Pimpinan (X3)
Dukungan pimpinan adalah bentuk fasilitasi, arahan, dan motivasi yang diberikan oleh atasan kepada pegawai untuk membantu mereka menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, terutama dalam konteks digitalisasi pemerintahan. Menurut Siagian (2021:34), pimpinan yang efektif harus mampu memberikan bimbingan dan dorongan moral agar pegawai mampu beradaptasi dengan kebijakan baru secara produktif.

Lestari (2023:28) menjelaskan bahwa kepemimpinan adaptif sangat diperlukan dalam menghadapi transformasi digital. Pimpinan yang memberikan contoh langsung dalam penggunaan aplikasi digital dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi kerja pegawai. Sementara itu, Putra dan Suryani (2022:61) menegaskan bahwa dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan inovasi sistem kerja berbasis teknologi. Menurut Arifin (2022:72) dalam Jurnal Kepemimpinan Birokrasi Digital, bentuk dukungan pimpinan meliputi tiga aspek utama:
a. Arahan dan kebijakan, yaitu pemberian panduan dan kejelasan arah perubahan organisasi.
b. Dukungan instrumental, seperti penyediaan fasilitas, pelatihan, dan infrastruktur TIK.
c. Motivasi dan keteladanan, yaitu sikap pimpinan yang menjadi teladan dan pendorong moral bagi pegawai dalam menghadapi perubahan.
Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, dukungan pimpinan sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh pegawai siap mengoperasikan aplikasi SRIKANDI. Pimpinan yang aktif melakukan sosialisasi, evaluasi, dan monitoring akan menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi penerapan sistem digital.
Menurut Wibowo (2022:101), pimpinan yang responsif terhadap kebutuhan pegawai mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan organisasi. Ketika pimpinan menunjukkan komitmen nyata terhadap inovasi digital, pegawai akan lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan teknologi baru. Dengan demikian, dukungan pimpinan (X3) mencakup seluruh bentuk bantuan, kebijakan, dan keteladanan yang diberikan oleh pimpinan dalam memfasilitasi perubahan menuju sistem kerja digital. Dukungan tersebut memperkuat kesiapan pegawai dan organisasi dalam melaksanakan transformasi administrasi berbasis teknologi.

Selain sebagai bentuk fasilitasi dan motivasi, dukungan pimpinan juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelancaran proses kerja dan meningkatkan kesiapan pegawai. Menurut Siagian (2021:43) dan Lestari (2023:29), fungsi utama dukungan pimpinan atau kepemimpinan dalam organisasi meliputi:
a. Fungsi Pengarahan (Directive Function) – memberikan panduan, instruksi, dan arahan kerja yang jelas agar pegawai memahami tujuan organisasi.
b. Fungsi Motivasi (Motivating Function) – membangkitkan semangat kerja, komitmen, dan kepercayaan diri pegawai dalam menghadapi perubahan sistem.
c. Fungsi Komunikasi (Communicative Function) – menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara pimpinan dan bawahan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penerapan kebijakan digital.
d. Fungsi Pengawasan (Supervisory Function) – memastikan seluruh aktivitas dan penggunaan sistem digital seperti SRIKANDI berjalan sesuai pedoman.
e. Fungsi Keteladanan (Role Model Function) – menampilkan perilaku dan sikap kerja profesional yang menjadi contoh bagi pegawai.
f. Fungsi Fasilitasi Teknologi (Technological Facilitation Function) – menyediakan sarana, pelatihan, dan dukungan infrastruktur TIK bagi pegawai untuk menunjang implementasi sistem digital.
Menurut Putra dan Suryani (2022:61), pimpinan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan dan kesiapan pegawai terhadap penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Fungsi dukungan pimpinan tidak hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga dalam menciptakan iklim kerja digital yang kondusif, yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab bersama dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI.
Berdasarkan penjelasan teori di atas, variabel dukungan pimpinan (X3) dapat diuraikan ke dalam beberapa dimensi dan indikator yang

menjadi dasar pengukuran dalam penelitian ini. Rincian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.
Tabel 2.4 Dimensi dan Indikator Operasional Dukungan
Pimpinan (X3)
	Dimensi
	Indikator Penelitian
	Keterangan

	
Arahan dan kebijakan
	Pimpinan memberikan arahan dan kebijakan penggunaan SRIKANDI
	Menilai kejelasan instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan pimpinan.

	

Penyediaan fasilitas
	Pimpinan menyediakan perangkat, jaringan, dan pelatihan
	Menggambarkan bentuk dukungan nyata dalam memfasilitasi penggunaan aplikasi.

	Monitoring dan evaluasi
	Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala
	Menilai keterlibatan pimpinan dalam memantau pelaksanaan aplikasi.

	
Motivasi dan keteladanan
	Pimpinan memberi dorongan dan menggunakan aplikasi sebagai contoh
	Mengukur peran pimpinan sebagai role model dalam transformasi digital.

	

Komitmen perubahan
	Pimpinan berkomitmen mendukung penuh implementasi aplikasi
	Menunjukkan keseriusan pimpinan dalam mendorong perubahan sistem kerja.


Sumber: Diadaptasi dari Siagian (2021:34), Putra & Suryani (2022:61), dan Lestari (2023:28)
Berdasarkan landasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI dipengaruhi oleh faktor internal pegawai berupa kompetensi dan kepatuhan terhadap SOP, serta faktor eksternal berupa dukungan pimpinan. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan tingkat kesiapan

organisasi dalam melaksanakan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Peneliti & Tahun
	Judul Penelitian
	Alat Analisis
	Hasil Penelitian

	




1
	Antonius Bayu Aribowo, Nur Asniati Djaali, Siti Jumhati (2025)
https://jurnal.jomp arnd.com/index.ph p/jkj
	Analisis Pengaruh Simultan Pelatihan Pegawai, Kepuasan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
	



Regresi Linier Berganda
	Pelatihan pegawai, kepuasan kerja, dan kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai secara simultan. Pelatihan mencerminkan aspek kompetensi pegawai sebagai faktor dominan.

	





2
	M. Iqbal Badani, Ramli S, Muhammad Aqil, Nur Wahyunianti Dahri (2025)
https://www.jurnal. pps.unimaju.ac.id/i ndex.php/JMB/artic le/view/78
	

Pengaruh Implementasi SIGA dan Kompetensi Digital terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
	




Regresi Linier Berganda
	
Implementasi SIGA dan kompetensi digital berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Relevan dengan variabel kompetensi pegawai dan kesiapan implementasi aplikasi.

	


3
	
Depi Rossa Siregar, Rinda Sandayani Karhab, Vera Anitra (2025)
	Pengaruh Kompetensi Digital dan Transformasi Digital terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
	


Regresi Linier Berganda
	Kompetensi digital dan transformasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai.
Mendukung teori bahwa
kompetensi pegawai berperan




	No
	Nama Peneliti & Tahun
	Judul Penelitian
	Alat Analisis
	Hasil Penelitian

	
	https://prin.or.id/ind ex.php/JURRIE/arti cle/view/5997
	
	
	penting dalam kesiapan digital.

	





4
	
Dadam Saeful Bahri, Liswandi, Yahya Agung Kuntadi (2022)
https://plj.ac.id/ojs/i ndex.php/jrlab/artic le/view/619
	Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Kepatuhan SOP dan Lingkungan Kerja terhadap Keselamatan Kerja Karyawan dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening di PT Agro Andalan Kabupaten Sekadau
	



Regresi Linier Berganda (SEM-PLS)
	
Pengawasan pimpinan dan kepatuhan SOP berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin dan keselamatan kerja. Relevan untuk dukungan pimpinan dan kepatuhan SOP.

	



5
	Indah Fitriani, Rinda Sandayani Karhab, Vera Anitra (2025)
https://jurnal.risetil miah.ac.id/index.ph p/jam
	
Pengaruh Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
	



Regresi Linier Berganda
	Teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN. Relevan untuk kompetensi pegawai dan kesiapan implementasi aplikasi digital ASN.

	





6
	Septiani Kalatasik, Muhammad Arsyad, Suwanti (2023)
https://journal.yrpip ku.com/index.php/ msej/article/downlo ad/3320/1808/1921 6
	Analyzing the Impact of Leadership Styles and Standard Operating Procedures (SOP) Implementation on Employee Performance at the Mamuju District Office of Population and Civil Registration
	




Regresi Linier Berganda
	
Gaya kepemimpinan dan penerapan SOP secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Sangat relevan untuk dukungan pimpinan dan kepatuhan SOP.




	No
	Nama Peneliti & Tahun
	Judul Penelitian
	Alat Analisis
	Hasil Penelitian

	





7
	

Awan Anhara, Raudah Zaimah Dalimunthe (2025)
https://journal.undi knas.ac.id/index.ph p/fisip/index
	
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Serang
	



Regresi Linier Berganda (SmartPLS)
	Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Relevan untuk dukungan pimpinan dan kesiapan sistem aplikasi.

	




8
	
Ayi Muhiban, Rosmansyah (2022)
https://doi.org/10.3 5870/jemsi.v8i2.75 5
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
	



Regresi Linier Berganda
	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Relevan dengan variabel kompetensi pegawai dan kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI.


Sumber: Data diolah penulis dari berbagai jurnal nasional (2022–2025)
Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan variabel dalam penelitian ini, yaitu kompetensi pegawai, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), dan dukungan pimpinan terhadap kesiapan implementasi aplikasi di instansi pemerintahan.
Penelitian yang dilakukan oleh Aribowo, Djaali, dan Jumhati (2025) meneliti pengaruh pelatihan pegawai, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pegawai sebagai bagian dari peningkatan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Selanjutnya, Badani, Ramli, Aqil, dan Dahri (2025) meneliti pengaruh implementasi SIGA dan kompetensi digital terhadap efektivitas kerja pegawai di BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Temuan ini memperkuat bukti bahwa kompetensi digital berperan penting dalam kesiapan implementasi aplikasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.
Penelitian oleh Siregar, Karhab, dan Anitra (2025) juga menemukan bahwa kompetensi digital dan transformasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Hasil ini mempertegas bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung kesiapan organisasi menghadapi proses digitalisasi dan penerapan sistem berbasis teknologi.
Sementara itu, Bahri, Liswandi, dan Kuntadi (2022) meneliti pengaruh pengawasan pimpinan, kepatuhan terhadap SOP, dan lingkungan kerja terhadap keselamatan kerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening di PT Agro Andalan Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pimpinan dan kepatuhan SOP berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin dan keselamatan kerja. Hasil ini menegaskan pentingnya dukungan pimpinan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional dalam membentuk budaya kerja yang tertib dan efisien.
Kemudian, penelitian oleh Kalatasik, Arsyad, dan Suwanti (2023) mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan dan penerapan SOP terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, namun secara parsial gaya kepemimpinan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan

hasil (inkonsistensi) pada variabel dukungan pimpinan dalam konteks organisasi pemerintahan daerah.
Penelitian oleh Fitriani, Karhab, dan Anitra (2025) meneliti pengaruh teknologi informasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang didukung kompetensi pegawai yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan kesiapan implementasi aplikasi digital di instansi pemerintah.
Lebih lanjut, Anhara dan Dalimunthe (2025) meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik di DPMPTSP Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai pengaruh teknologi terhadap kinerja pegawai di sektor publik.
Terakhir, penelitian oleh Muhiban dan Rosmansyah (2022) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini relevan dengan penelitian saat ini karena menekankan pentingnya kompetensi pegawai dan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kesiapan implementasi aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kompetensi pegawai, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan efektivitas kerja pegawai. Namun demikian, terdapat perbedaan hasil (inkonsistensi)  pada  beberapa  penelitian,  terutama  terkait  pengaruh

dukungan pimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dalam sebagian penelitian menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan pada penelitian lain tidak.
Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada variabel dependen berupa kinerja atau efektivitas kerja pegawai, dan belum secara spesifik meneliti kesiapan implementasi aplikasi pemerintahan seperti Aplikasi SRIKANDI. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji pengaruh kompetensi pegawai, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk memperjelas posisi dan celah penelitian (research gap), berikut disajikan tabel ringkasan arah hipotesis dan hasil penelitian terdahulu:
Tabel 2. 6 Tabel Arah Hipotesis / Hasil Penelitian Terdahulu

	
No
	Arah Hipotesis / Hasil Penelitian
	
Berpengaruh Signifikan
	Berpengaruh Tidak Signifikan

	

1
	Kompetensi Pegawai → Kinerja / Efektivitas / Kesiapan Implementasi Aplikasi
	Aribowo et al. (2025); Badani et al. (2025); Siregar et al. (2025); Fitriani et al. (2025); Muhiban &
Rosmansyah (2022)
	

–

	
2
	Kepatuhan SOP → Kinerja Pegawai / Efektivitas Implementasi
	Bahri et al. (2022); Kalatasik et al. (2023)
	
–

	
3
	Dukungan / Kepemimpinan Pimpinan → Kinerja Pegawai / Efektivitas Kerja
	Bahri et al. (2022); Anhara & Dalimunthe (2025)
	Kalatasik et al. (2023)

	
4
	Pemanfaatan Teknologi / Implementasi Aplikasi Pemerintah → Efektivitas / Kinerja Pegawai
	Badani et al. (2025); Siregar et al. (2025); Muhiban & Rosmansyah (2022)
	Anhara & Dalimunthe (2025)


Sumber: Data diolah penulis (2025)

Dari tabel di atas, research gap nya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kompetensi Pegawai terhadap Kesiapan Implementasi Aplikasi
Hasil penelitian Aribowo et al. (2025), Badani et al. (2025), Siregar et al. (2025), Fitriani et al. (2025), dan Muhiban & Rosmansyah (2022) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai, baik dalam aspek pelatihan, keterampilan digital, maupun penguasaan teknologi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta efektivitas kerja pegawai. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh kompetensi pegawai terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintahan daerah. Celah ini penting untuk dikaji mengingat keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan kompetensi ASN di tingkat operasional.
b. Kepatuhan SOP terhadap Kesiapan Implementasi Aplikasi
Penelitian Bahri et al. (2022) dan Kalatasik et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan efektivitas kerja pegawai. Namun, kedua penelitian tersebut masih terbatas pada konteks kedisiplinan dan kinerja konvensional, belum menyoroti peran kepatuhan SOP dalam mendukung kesiapan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), termasuk aplikasi SRIKANDI. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji sejauh mana kepatuhan SOP mempengaruhi kesiapan digitalisasi administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
c. Dukungan Pimpinan terhadap Kesiapan Implementasi Aplikasi Beberapa penelitian, seperti Bahri et al. (2022) dan Anhara & Dalimunthe	(2025),	menunjukkan	bahwa	dukungan	atau kepemimpinan pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun, hasil penelitian Kalatasik et al. (2023) justru menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi empiris mengenai		peran pimpinan dalam mempengaruhi kinerja dan efektivitas pegawai. Oleh karena itu,

penting untuk menguji kembali dukungan pimpinan dalam konteks kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI, mengingat faktor kepemimpinan merupakan determinan utama keberhasilan perubahan digital di birokrasi pemerintahan.
d. Pemanfaatan Teknologi / Implementasi Aplikasi Pemerintah terhadap Efektivitas Kerja Pegawai
Penelitian Badani et al. (2025), Siregar et al. (2025), dan Muhiban & Rosmansyah (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan aplikasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas dan kinerja pegawai. Namun, Anhara & Dalimunthe (2025) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di sektor pelayanan publik. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan teknologi terhadap kinerja dan kesiapan pegawai masih bervariasi tergantung pada konteks organisasi, budaya kerja, serta dukungan manajerial. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh variabel teknologi dan dukungan pimpinan terhadap kesiapan implementasi aplikasi pemerintahan (SRIKANDI) di lingkungan instansi daerah.
G. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas, yaitu Kompetensi Pegawai (X1), Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) (X2), dan Dukungan Pimpinan (X3) terhadap variabel terikat, yaitu Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI
(Y). Hubungan antar variabel ini didasarkan pada teori manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan dipengaruhi oleh kompetensi individu, kepatuhan terhadap aturan kerja, dan dukungan manajerial.
1. Kompetensi Pegawai (X1) → Kesiapan Implementasi (Y) Pegawai dengan kompetensi teknis dan digital yang baik lebih mampu

beradaptasi dengan sistem aplikasi, sehingga meningkatkan kesiapan implementasi SRIKANDI.
2. Kepatuhan  SOP  (X2)  →  Kesiapan  Implementasi  (Y) Kepatuhan terhadap SOP menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas, yang mendukung kelancaran penerapan sistem digital secara efisien.
3. Dukungan Pimpinan (X3) → Kesiapan Implementasi (Y) Dukungan pimpinan melalui arahan, motivasi, dan fasilitas kerja mendorong semangat serta kesiapan pegawai dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI.
Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka konseptual berikut:
Kompetensi Pegawai (X1)
Kepatuhan SOP (X2)
Kesiapan Implementasi Aplikasi Srikandi (Y)
Dukungan
Pimpinan (X3)
Gambar 2. 1 Karangka Pemikiran


Sumber : Diadaptasi dari Fitriani & Suryanto (2022), Rahmawati & Pratama (2020), Lestari (2023) dan Sutopo (2022)
H. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya akan diuji melalui analisis data empiris. Menurut Sugiyono (2019:96), hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan pada teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, hipotesis disusun berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia, teori perilaku organisasi, serta temuan empiris yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai, kepatuhan terhadap SOP, dan dukungan

pimpinan memiliki pengaruh terhadap kesiapan implementasi sistem informasi pemerintahan.
Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H1: Kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI.
H2: Kepatuhan SOP berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI.
H3: Dukungan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI.
I. Lokasi dan Obyek Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Bale Tawangpraja Lantai 4, Kota Surakarta. Instansi ini memiliki 42 pegawai aktif yang terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Sekretariat.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan salah satu perangkat daerah yang telah menerapkan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai bagian dari kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Pegawai dipilih sebagai obyek penelitian karena mereka merupakan pelaksana utama dalam penerapan sistem administrasi digital berbasis aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang merupakan bagian dari kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penelitian ini berfokus pada kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, yang ditinjau dari tiga faktor utama, yaitu kompetensi pegawai (X1), kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP (X2), dan dukungan pimpinan (X3).
Dengan demikian, obyek penelitian merujuk pada pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagai pelaku implementasi, sedangkan fokus kajiannya adalah tingkat kesiapan mereka dalam mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
J. Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan rencana sistematis untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif-verifikatif. Menurut Sugiyono (2022:9), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan atau pengaruh antar variabel.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menguji pengaruh antarvariabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y) berdasarkan data empiris (verifikatif). Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
a. Menentukan variabel dan indikator berdasarkan teori di Bab II.
b. Menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner.
c. Menyebarkan kuesioner kepada	seluruh pegawai	Bakesbangpol Surakarta.
d. Mengolah data dengan SPSS.
e. Menguji hipotesis dan menarik kesimpulan sesuai hasil analisis.

Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Seluruh pegawai Bakesbangpol Kota Surakarta, yang berjumlah 42 orang pegawai aktif
Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (census), dengan jumlah sampel sebanyak 41 pegawai Bakesbangpol Kota Surakarta. Kepala instansi tidak disertakan sebagai responden untuk menjaga objektivitas pada variabel Dukungan Pimpinan.

SAMPEL
Variabel Independen : Kompetensi Pegawai, Kepatuhan SOP, Dukungan Pimpinan
Variabel Dependen: Kesiapan
Implementasi
Data
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Regresi Linier Berganda
4. Uji Hipotesis (t & f)
5. Koefisien determinasi (R²).
Model Regresi
Linier Berganda
INSTRUMEN
Kuesioner
Kuesioner

VARIABEL
A. Hasil Uji Model Regresi
B. Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen
C. Kesimpulan dan Pembahasan Analisis

Laporan Skripsi

OBYEK
Kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI di Bakesbangpol Kota Surakarta yang diukur melalui respon pegawai

POPULASI




Gambar 3.1 Desain Penelitian Regresi Linier Berganda
ALAT ANALISIS

INTERPRETASI

HASIL

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2025)

K. Variabel dan Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Penelitian
a. Variabel Terikat (Dependent Variables)
Menurut Sugiyono (2019:39), variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.
b. Variabel Bebas (Independent Variables)
Menurut Sugiyono (2019:68), variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari tiga, yaitu:
1) Kompetensi Pegawai (X₁)
2) Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) (X₂)
3) Dukungan Pimpinan (X₃)
2. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah penjabaran konsep teoritis ke dalam bentuk yang dapat diukur. Setiap variabel dijelaskan berdasarkan dimensi dan indikator yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

	
Variabel
	
Dimensi
	
Indikator
	
Skala
	
Sumber

	


Kesiapan Implementasi (Y)
	

Pengetahuan, Adaptasi, Kepercayaan diri, Fasilitas, Komitmen
	
Pemahaman tujuan perubahan; Kesediaan beradaptasi; Kepercayaan diri menggunakan sistem; Ketersediaan sarana pendukung; Dukungan
	




Likert
	

Rahayu (2023);
Susanto (2022)




	
Variabel
	
Dimensi
	
Indikator
	
Skala
	
Sumber

	
	
	dan komitmen organisasi.
	
	

	



Kompetensi Pegawai (X₁)
	

Pengetahuan, Keterampilan, Sikap kerja, Pengalaman, Motivasi
	
Pemahaman teknis SRIKANDI;
Kemampuan operasional; Sikap positif terhadap sistem; Pengalaman digital; Motivasi kerja.
	




Likert
	

Wibowo (2022);
Rahman & Nurhayati (2023)

	



Kepatuhan SOP (X₂)
	

Ketaatan, Konsistensi, Ketepatan waktu, Ketelitian, Ketaatan instruksi
	
Ketaatan terhadap SOP; Konsistensi penggunaan sistem; Ketepatan waktu penyelesaian dokumen; Ketelitian administrasi; Ketaatan terhadap arahan pimpinan.
	




Likert
	

Rahmawati & Pratama (2020); Sari & Kurniawan (2023)

	



Dukungan Pimpinan (X₃)
	


Arahan, Fasilitas, Evaluasi, Motivasi, Komitmen
	
Arahan kebijakan; Penyediaan fasilitas dan pelatihan; Monitoring berkala; Keteladanan pimpinan; Komitmen terhadap perubahan digital.
	




Likert
	


Lestari (2023); Putra & Suryani (2022)


Sumber: Data diolah Penulis dari berbagai sumber

Setiap indikator variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert, dengan lima kategori jawaban sebagai berikut:
Tabel 3.2 Skala Likert

	Skor
	Keterangan

	5
	Sangat Setuju

	4
	Setuju

	3
	Netral

	2
	Tidak Setuju

	1
	Sangat Tidak Setuju


Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono (2019)
Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian mengenai variabel-variabel yang diteliti.
L. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sujarweni (2021:56), populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, yang berjumlah 42 orang pegawai aktif berdasarkan data struktur organisasi tahun 2025 yamg tersebar pada beberapa bidang, yaitu:
a. Sekretariat,
b. Bidang Kesatuan Bangsa,
c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Seluruh pegawai telah memiliki akun Aplikasi SRIKANDI
sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital instansi, meskipun tingkat pemanfaatannya masih bervariasi. Sebagian pegawai sudah aktif menggunakan  aplikasi  dalam  kegiatan  administrasi  persuratan,

sementara yang lain masih terbatas pada tahap adaptasi. Kondisi ini menjadikan seluruh pegawai relevan untuk dijadikan populasi penelitian, karena kesiapan implementasi sistem digital harus dimiliki oleh semua pegawai, baik yang sudah aktif menggunakan maupun yang belum optimal.
2. Sampel
Menurut Sugiyono (2019:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (census sampling), yaitu teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena jumlah populasi relatif kecil (<100 orang). Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 42 pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Pemilihan teknik sampling jenuh didasarkan pada pertimbangan bahwa:
a. Jumlah populasi relatif kecil sehingga seluruh elemen dapat dijadikan sampel tanpa menimbulkan beban analisis.
b. Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Teknik ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan organisasi dalam menghadapi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Namun, karena salah satu variabel penelitian adalah Dukungan Pimpinan, maka kepala instansi tidak disertakan sebagai responden kuesioner untuk menjaga objektivitas penilaian terhadap variabel tersebut. Dengan demikian, jumlah responden aktual dalam penelitian ini adalah 41 orang pegawai, yang terdiri atas pejabat struktural dan staf pelaksana. Penelitian ini menilai kesiapan seluruh pegawai dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI, di mana perbedaan tingkat pengalaman atau keterlibatan dalam penggunaan aplikasi

diperlakukan sebagai bagian dari variasi data, bukan sebagai kriteria penyaringan responden.
M. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2022:18). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner (angket) kepada pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta untuk mengukur pengaruh kompetensi pegawai (X1), kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur/SOP (X2), dan dukungan pimpinan (X3) terhadap kesiapan implementasi aplikasi SRIKANDI (Y).
Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa skor hasil jawaban responden terhadap item pertanyaan dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Hasil pengukuran ini kemudian digunakan untuk melakukan uji statistik seperti uji validitas, reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.
2. Sumber Data
Sumber data adalah asal diperolehnya data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Tabel 3.3 Operasional Variabel (Data Primer)

	No
	Variabel
	Indikator
	Skala
	Sumber

	

1
	

Kompetensi Pegawai (X1)
	1. Pemahaman teknis penggunaan Aplikasi SRIKANDI.
2. Kemampuan operasional dalam membuat dan mengarsipkan surat digital.
	

Likert
	
Wibowo (2022); Rahman & Nurhayati (2023);
Lestari (2023)




	No
	Variabel
	Indikator
	Skala
	Sumber

	
	
	3. Sikap positif terhadap penggunaan sistem digital.
4. Pengalaman menggunakan aplikasi serupa.
5. Motivasi untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan aplikasi.
	
	

	





2
	




Kepatuhan terhadap SOP (X2)
	1. Ketaatan terhadap prosedur kerja digital.
2. Konsistensi dalam menggunakan Aplikasi SRIKANDI.
3. Ketepatan waktu penyelesaian administrasi digital.
4. Ketelitian dalam pembuatan dan pengarsipan dokumen.
5. Ketaatan terhadap instruksi pimpinan terkait SOP.
	





Likert
	



Rahmawati & Pratama (2020); Sari & Kurniawan (2023); Sutopo
(2022)

	




3
	




Dukungan Pimpinan (X3)
	1. Arahan dan kebijakan penggunaan SRIKANDI.
2. Penyediaan fasilitas dan pelatihan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi.
4. Motivasi dan keteladanan pimpinan.
5. Komitmen pimpinan terhadap perubahan digital.
	




Likert
	



Siagian (2021); Putra & Suryani (2022); Lestari
(2023)

	




4
	


Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y)
	1. Pengetahuan pegawai tentang manfaat dan tujuan sistem.
2. Kesediaan beradaptasi dengan perubahan digital.
3. Kepercayaan diri menggunakan fitur aplikasi.
4. Ketersediaan fasilitas pendukung.
	




Likert
	


Rahayu (2023);
Susanto (2022); Nugroho & Rachmawati (2022)




	No
	Variabel
	Indikator
	Skala
	Sumber

	
	
	5. Komitmen organisasi dalam mendukung perubahan.
	
	


Sumber: Data diolah Penulis dari berbagai sumber
b. Data Sekunder
Tabel 3.4 Operasional Variabel (Data Sekunder)

	No
	Variabel
	Indikator
	Skala
	Sumber

	
1
	Data SPBE Nasional dan SRIKANDI
	Persentase implementasi SPBE dan tingkat adopsi SRIKANDI secara nasional dan daerah
	
Rasio
	Laporan Evaluasi ANRI (2024);
KemenPANRB (2023)

	
2
	Data Organisasi Bakesbangpol Surakarta
	Struktur organisasi, jumlah pegawai, dan laporan kegiatan digitalisasi administrasi
	
Rasio/ Dokumentasi
	Dokumen internal Bakesbangpol Surakarta (2024–
2025)

	

3
	
Kebijakan SPBE dan SRIKANDI
	Keputusan Menteri PANRB No. 679/2020 dan Keputusan Kepala ANRI No. 179/2023 tentang implementasi aplikasi SRIKANDI
	

Nominal
	

Peraturan Resmi Pemerintah


Sumber: Data diolah Penulis dari berbagai sumber
N. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena menentukan ketepatan dan keandalan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2019:137), metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi kuesioner (angket), wawancara singkat, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu:

a. Kompetensi Pegawai (X₁)
b. Kepatuhan SOP (X₂)
c. Dukungan Pimpinan (X₃)
d. Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y)
Instrumen kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert lima poin, yang terdiri atas:
1 = Sangat Tidak Setuju,
2 = Tidak Setuju,
3 = Netral,
4 = Setuju,
5 = Sangat Setuju.
Kuesioner diberikan secara langsung kepada pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yang menjadi responden, baik dalam bentuk cetak maupun digital (melalui Google Form), agar memudahkan proses pengumpulan data.
2. Wawancara Singkat
Selain melalui kuesioner, penulis juga melakukan wawancara singkat dengan Pejabat Struktural, seperti Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi serta pegawai yang aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI. Pertanyaan kunci meliputi :
a. Hambatan utama dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI
b. Tingkat Dukungan dari Pimpinan
c. Saran untuk meningkatkan kesiapan implementasi
Setiap wawancara berlangsung selama 10-15 menit per responden dan direkam untuk keperluan analisis data. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis dan pembahasan hasil penelitian.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, arsip, atau laporan yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi diperoleh dari:

a. Dokumen internal Bakesbangpol Kota Surakarta (struktur organisasi, jumlah pegawai, pembagian tugas, laporan kegiatan, serta kebijakan internal terkait penggunaan SRIKANDI).
b. Dokumen eksternal seperti peraturan pemerintah dan keputusan Kementerian PANRB serta ANRI mengenai implementasi SPBE dan Aplikasi SRIKANDI.
c. Literatur, penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.
Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan dari kuesioner dan wawancara, serta memberikan landasan teoritis dan empiris bagi analisis penelitian. Dengan kombinasi ketiga metode tersebut, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara akurat kondisi kesiapan implementasi Aplikasi SRIKANDI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.
O. Metode Analisis Data
Metode analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena menentukan kemampuan peneliti dalam mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Menurut Sugiyono (2019:207), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang logis dan menjawab rumusan masalah penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1. Uji Instrumen
Sebelum dilakukan analisis regresi, kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya.
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengungkapkan data dari variabel yang diukur.

Menurut Ghozali (2018:52), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur.
Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan metode Corrected Item-Total Correlation, yaitu mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabelnya menggunakan rumus Product Moment Pearson, dengan bantuan program SPSS. Kriteria pengujian:
· Jika nilai r hitung > r tabel (dengan taraf signifikansi 5%), maka item dinyatakan valid.
· Jika nilai r hitung < r tabel, maka item dinyatakan tidak valid dan perlu direvisi atau dihapus.
Validitas yang baik menunjukkan bahwa setiap pernyataan kuesioner mampu mewakili dimensi dari masing-masing variabel penelitian (Kompetensi Pegawai, Kepatuhan SOP, Dukungan Pimpinan, dan Kesiapan Implementasi).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan konsisten apabila diukur berulang kali pada kondisi yang sama. Menurut Sugiyono (2019:230), instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan memberikan hasil yang sama.
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s Alpha (α). Menurut Nugroho (2005:72), suatu variabel dikatakan reliabel  apabila  nilai  Cronbach’s  Alpha  >  0,60. Kriteria pengujian:
· Nilai α ≥ 0,60 → instrumen reliabel (layak digunakan).
· Nilai α < 0,60 → instrumen tidak reliabel (perlu revisi). Instrumen yang valid dan reliabel menjadi dasar bahwa kuesioner mampu mengukur variabel secara konsisten.
2. Uji Asumsi Klasik
Menurut Ghozali (2018:161), sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, model harus memenuhi asumsi klasik agar hasil estimasi yang

diperoleh tidak bias (best linear unbiased estimator). Pengujian meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Uji ini dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov–Smirnov (K–S Test) dengan bantuan SPSS. Kriteria pengujian:
· Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 → data berdistribusi normal.
· Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 → data tidak berdistribusi normal.
Selain itu, pola distribusi juga dapat diamati melalui grafik Normal Probability Plot (P–P Plot) untuk memastikan penyebaran data mengikuti garis diagonal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar  variabel  independen  dalam  model  regresi. Menurut Ghozali (2018:107), multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil.
Kriteria pengujian:
· Nilai	Tolerance	>	0,10	dan	VIF	<	10	→	tidak	terjadi multikolinearitas.
· Nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10 → terjadi multikolinearitas. Jika multikolinearitas terdeteksi, maka variabel yang memiliki korelasi tinggi perlu ditinjau ulang.
c. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2018:137), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Pengujian dilakukan dengan metode Glejser dan juga dengan mengamati grafik scatterplot antara ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residual). Kriteria pengujian:
· Jika nilai signifikansi > 0,05 atau pola titik menyebar acak → tidak terjadi heteroskedastisitas.
· Jika nilai signifikansi < 0,05 atau pola titik membentuk pola tertentu
→ terjadi heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu (residual) pada satu periode dengan periode sebelumnya. Menurut Setiaji (2008:69), autokorelasi dapat diketahui melalui nilai Durbin–Watson (DW Test) dengan ketentuan:
· Nilai DW antara 1,5 – 2,5 → tidak terjadi autokorelasi.
· Nilai DW < 1,5 → terdapat autokorelasi positif.
· Nilai DW > 2,5 → terdapat autokorelasi negatif.
Autokorelasi umumnya muncul pada data deret waktu, namun tetap perlu diuji untuk memastikan model regresi bebas dari gangguan residual.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Setelah model regresi memenuhi seluruh uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.
Model persamaan:
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Keterangan:
Y = Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI X₁ = Kompetensi Pegawai
X₂ = Kepatuhan terhadap SOP X₃ = Dukungan Pimpinan
a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
e = Error (faktor pengganggu) Interpretasi:
· Koefisien positif → hubungan searah (X meningkat, Y meningkat)
· Koefisien negatif → hubungan berlawanan arah (X meningkat, Y menurun)
4. Uji Hipotesis
Setelah diperoleh hasil estimasi regresi, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi:
a. Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara  parsial. Kriteria pengujian:
· Jika t hitung > t tabel dan Sig. < 0,05 → variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
· Jika t hitung < t tabel dan Sig. > 0,05 → tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis pengujian:
· H₀: β = 0 → tidak ada pengaruh signifikan.
· Hₐ: β ≠ 0 → ada pengaruh signifikan.
Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu kompetensi pegawai, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan, terhadap kesiapan implementasi aplikasi.
b. Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen. Kriteria pengujian:
· Jika F hitung > F tabel atau Sig. < 0,05 → model regresi signifikan (berpengaruh simultan).
· Jika F hitung < F tabel atau Sig. > 0,05 → model regresi tidak signifikan.

Uji ini menunjukkan apakah kompetensi, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan secara bersama-sama menentukan kesiapan pegawai dalam menggunakan Aplikasi SRIKANDI.
c. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Widiyanti (2013), nilai R² berkisar antara 0 hingga 1.
· Nilai R² mendekati 1 → kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin besar.
· Nilai R² mendekati 0 → kemampuan penjelasan semakin kecil.
Nilai ini menunjukkan sejauh mana kompetensi pegawai, kepatuhan SOP, dan dukungan pimpinan secara bersama-sama menjelaskan variasi kesiapan implementasi aplikasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.
Setelah seluruh uji dilakukan, hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif dan inferensial untuk menarik kesimpulan terhadap hipotesis yang telah diajukan. Hasil ini juga menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam meningkatkan kesiapan dan partisipasi pegawai terhadap implementasi penuh Aplikasi SRIKANDI.

DAFTAR PUSTAKA
ANRI. (2023). Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2023 tentang Aplikasi SRIKANDI. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Aribowo, A. B., Djaali, N. A., & Jumhati, S. (2025). Analisis Pengaruh Simultan Pelatihan Pegawai, Kepuasan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jurnal Kajian Kinerja, 5(2).
Arifin, M. (2022). Dukungan Pimpinan dan Kepemimpinan Birokrasi Digital.
Jurnal Kepemimpinan Birokrasi Digital, 4(1), 70–80.

BKN. (2021). Pengembangan SDM ASN di Era Digital. Badan Kepegawaian Negara.
Bahri, D. S., Liswandi, & Kuntadi, Y. A. (2022). Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Kepatuhan SOP, dan Lingkungan Kerja terhadap Keselamatan Kerja Karyawan dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening di PT Agro Andalan Kabupaten Sekadau. Jurnal Riset Laboratorium, Politeknik Negeri Sriwijaya.
Badani, M. I., Ramli, S., Aqil, M., & Dahri, N. W. (2025). Pengaruh Implementasi SIGA dan Kompetensi Digital terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Manajemen Bisnis, Universitas Majene.
BSSN. (2022). Panduan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Aplikasi SRIKANDI. Badan Siber dan Sandi Negara.
Fitriani, I., & Suryanto, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Digital ASN terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 3(2), 75–88.
Fitriani, I., Karhab, R. S., & Anitra, V. (2025). Pengaruh Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Administrasi Modern, 7(1).

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.
Semarang: Universitas Diponegoro.

Hidayat, A., & Lestari, D. (2021). Implementasi SOP dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 44–52.
Indrajit, R. E. (2022). Konsep Dasar E-Government dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
Kalatasik, S., Arsyad, M., & Suwanti. (2023). Analyzing the Impact of Leadership Styles and SOP Implementation on Employee Performance at the Mamuju District Office of Population and Civil Registration. Management Science and Entrepreneurship Journal, 5(3).
KemenPANRB. (2021). Peraturan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 dan Pedoman Penerapan SPBE di Instansi Pemerintah. Kementerian PANRB.
Kominfo. (2022). Laporan SPBE Nasional 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Kusnadi, A., & Prasetyo, E. (2022). Kompetensi Pegawai dan Adaptasi Teknologi Informasi dalam Birokrasi Digital. Jurnal Administrasi Publik Modern, 6(1), 25–33.
Lestari, D. (2023). Transformasi Birokrasi Digital dan Kesiapan SDM ASN di Era SPBE. Jurnal Transformasi Birokrasi, 2(1), 17–29.
Nugroho, A., & Rachmawati, D. (2022). Kesiapan Implementasi Sistem Digital di Instansi Pemerintah. Jurnal Transformasi Pemerintahan Digital, 3(1), 55– 65.
Puspitawati, N., & Dewi, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah. Jurnal Manajemen Administrasi Publik, 8(2), 44–58.
Putra, I. W., & Suryani, N. M. (2022). Dukungan Pimpinan dan Kesiapan Pegawai dalam Implementasi Inovasi Sistem Digital di Instansi Pemerintah. Jurnal Kepemimpinan dan Transformasi Digital, 2(3), 60–70.

Putri, R., & Mulyadi, S. (2021). Kompetensi Kerja dan Adaptasi terhadap Perubahan Sistem Organisasi. Jurnal Manajemen Kinerja, 4(2), 61–69.
Putri, R., & Santoso, A. D. (2021). Peran SOP dalam Efisiensi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 100–110.
Rahman, A., & Nurhayati, L. (2023). Kompetensi Digital ASN dalam Transformasi Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Reformasi Birokrasi Daerah, 5(2), 47–56.
Rahman, A. (2023). Kesiapan Pegawai terhadap Transformasi Digital di Pemerintahan Daerah. Jurnal Reformasi Birokrasi Daerah, 5(2), 70–79.
Rahmawati, I., & Pratama, D. (2020). Kepatuhan terhadap SOP dalam Implementasi Sistem Administrasi Digital di Pemerintahan Daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(1), 75–84.
Rahmawati, I. (2022). Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Prosedur Kerja Digital di Pemerintahan. Jurnal Reformasi Birokrasi Daerah, 4(2), 60–68.
Rahayu, S. (2023). Manajemen Perubahan dan Kesiapan Implementasi Digital di Instansi Pemerintah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rohman, H., & Widodo, T. (2022). Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan dalam Era Digitalisasi Birokrasi. Jurnal Administrasi Digital Pemerintahan, 2(1), 75–82.
Sari, K. D., & Kurniawan, T. (2023). Pengaruh Kepatuhan SOP terhadap Profesionalitas ASN di Era Digital. Jurnal Reformasi Birokrasi Daerah, 5(3), 110–118.
Sari, P. (2023). Digitalisasi Birokrasi sebagai Pilar Smart Governance di Indonesia.
Jurnal Pelayanan Publik Digital, 1(2), 54–63.

Siagian, S. P. (2021). Manajemen Kepemimpinan dalam Organisasi Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Penelitian Bisnis dan Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Sutabri, T. (2021). Konsep Sistem Informasi untuk Organisasi Pemerintahan.
Yogyakarta: Andi Offset.

Sutopo, R. (2022). Kepatuhan terhadap SOP sebagai Faktor Keberhasilan Implementasi SPBE. Jurnal Administrasi Pemerintahan Digital, 3(1), 82– 90.
Susanto, A. (2022). Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pemerintahan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sujarweni, V. W. (2021). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Wibowo, E. (2021). Manajemen Kinerja dan Kompetensi SDM di Era Digitalisasi.
Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, E. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan dan Efektivitas Kerja Pegawai.
Jurnal Administrasi Digital, 3(1), 50–60.

Widodo, T., & Astuti, E. (2021). Dukungan Pimpinan dalam Transformasi Digital Organisasi Pemerintah. Jurnal Kepemimpinan dan Transformasi Digital, 2(1), 22–32.

KUESIONER PENELITIAN
Kuesioner ini disusun untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Pegawai, Kepatuhan terhadap SOP, dan Dukungan Pimpinan terhadap Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan indikator dalam proposal penelitian (Bab III) dan diadaptasi dari jurnal nasional terindeks SINTA. Skala pengukuran menggunakan Likert 1–5: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, N = Netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju.
1. Kompetensi Pegawai (X₁)
Sumber: Puspitawati & Dewi (2022); Fitriani et al. (2025); Wibowo (2021)

	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya memahami dengan baik proses administrasi digital yang berlaku di instansi.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2
	Saya mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI
sesuai kebutuhan pekerjaan.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	3
	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan menggunakan aplikasi digital tanpa bantuan orang lain.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	4
	Saya mudah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	5
	Saya memiliki keterampilan untuk memecahkan
kendala teknis
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐




	
	dalam penggunaan sistem digital.
	
	
	
	
	



2. Kepatuhan terhadap SOP (X₂)
Sumber: Rahmawati & Pratama (2020); Sutopo (2022); Sari & Kurniawan (2023)

	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya mengetahui dan memahami SOP
penggunaan aplikasi SRIKANDI
yang berlaku di instansi.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2
	Saya selalu mematuhi pedoman dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	3
	Saya melaksanakan tugas administrasi digital sesuai standar operasional prosedur.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	4
	Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap SOP penting untuk menjaga kualitas layanan publik.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	5
	Saya
memastikan
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐




	
	setiap dokumen digital tersimpan dan dikelola sesuai prosedur resmi.
	
	
	
	
	



3. Dukungan Pimpinan (X₃)
Sumber: Widodo & Astuti (2021); Arifin (2022); Putra & Suryani (2022)

	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Pimpinan memberikan arahan dan motivasi dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2
	Pimpinan menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung pelaksanaan administrasi digital.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	3
	Pimpinan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan berbasis aplikasi.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	4
	Pimpinan mendukung pegawai untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis
penggunaan
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐




	
	aplikasi SRIKANDI.
	
	
	
	
	

	5
	Pimpinan memberikan apresiasi bagi pegawai yang aktif menggunakan sistem digital.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐



4. Kesiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Y)
Sumber: Rahayu (2022); Claudia et al. (2025); Rahman (2023)

	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya siap melaksanakan pekerjaan menggunakan aplikasi SRIKANDI.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2
	Saya merasa penggunaan aplikasi SRIKANDI
mempermudah pekerjaan administrasi.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	3
	Saya yakin bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI
meningkatkan efisiensi kerja pegawai.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	4
	Saya berkomitmen beralih dari sistem manual ke sistem digital sepenuhnya.
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	5
	Saya menilai
organisasi saya
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐




	
	telah siap menerapkan aplikasi SRIKANDI
secara menyeluruh.
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